
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 39 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2025 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) 
dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja 
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala 
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 164, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangka t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
NasionaljKepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 900.1.15 .5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2009 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2023 Nomor 25); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 
Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 



Menetapkan 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2024 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pemhiayaan 
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasa12 
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 dimulai pada 
tanggal 1 Januari 2025, dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2025. 

(2) Renja Perangkat Daerah 
dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
BAB I 
BAB II 

Pendahuluan 
Hasil Evaluasi 
Tahun Lalu 

Tahun 2025 sebagaimana 
disusun dengan sistematika 

Renja Perangkat Daerah 

BABIII 
BABIV 

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 
Daerah 

BABV Penutup 

Pasa13 
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Tahun ke-
5 (lima) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi 
kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran serta 
rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat 
Daerah untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 
2025. 

(3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah Tabun 
2025 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
Perangkat Daerah Tahun 2025. 

Pasal4 
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Rencana Kerja: 
a. Sekretariat Daerah; 
b . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Inspektorat Daerah; 
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
e . Dinas Kesehatan; 
f. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Perrnukiman, dan 
Lingkungan Hidup; 

g. Satuan Polisi Pamong Praja; 
h. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 



J. 
k. 
1. 

m. 

n. 
o . 

p . 

q. 

r. 

s. 
t. 
u . 
v. 
w. 
x. 
y. 
z. 
aa. 
bb. 
ee. 
dd. 
ee. 
ff. 
gg. 
hh. 
11. 

JJ. 
kk. 
11. 
mm. 
nn. 
00. 

pp. 
qq. 
rr. 
ss. 
tt. 
uu. 
vv. 
ww. 
XX. 

yy. 
ZZ. 

aaa. 
bbb. 
eee. 
ddd. 
eee. 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika; 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan; 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan 
Perikanan; 
Badan Pereneanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 
Daerah; 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia; 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
Badan Penanggulangan Beneana Daerah; 
Keeamatan Bantarkalong; 
Keeamatan Bojongasih; 
Keeamatan Bojonggambir; 
Keeamatan Ciawi; 
Keeamatan Cibalong; 
Keeamatan Cigalontang; 
Keeamatan Cikalong; 
Keeamatan Cikatomas; 
Keeamatan Cineam; 
Keeamatan Cipatujah; 
Keeamatan Cisayong; 
Keeamatan Culamega; 
Keeamatan Gunungtanjung; 
Keeamatan Jamanis; 
Keeamatan Jatiwaras; 
Keeamatan Kadipaten; 
Keeamatan Karangjaya; 
Keeamatan Karangnunggal; 
Keeamatan Leuwisari; 
Keeamatan Mangunreja; 
Keeamatan Manonjaya; 
Keeamatan Padakembang; 
Keeamatan Pagerageung; 
Keeamatan Paneatengah; 
Keeamatan Parungponteng; 
Keeamatan Puspahiang; 
Keeamatan Rajapolah; 
Keeamatan Salawu; 
Keeamatan Salopa; 
Keeamatan Sariwangi; 
Keeamatan Singaparna; 
Keeamatan Sodonghilir; 
Keeamatan Sukahening; 
Keeamatan Sukaraja; 
Keeamatan Sukarame; 
Keeamatan Sukaratu; 
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fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan 
ggg. Kecamatan Taraju. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasa15 
(1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan 

laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan 
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang 
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing 
program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Inspektur Daerah, 
paling lamb at 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya 
triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan 
evaluasi anggaran tahun berikutnya yang diajukan 
Perangkat Daerah. 

BABIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 
Peraturan Bupati lnl mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 31 Juli 2024 

SEKRET IS DAERAH 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 31 J 'I i 2024 

BUPATI TASIKMALAYA, 

H. 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 39 


